
 
 
 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA 
NOMOR  8   TAHUN 2007 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN  

PENGHAPUSAN  KELURAHAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI JEMBRANA, 
 
Menimbang : a. bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  200  ayat  (3) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 
73 Tahun 2005 tentang Kelurahan serta Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, 
Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan, perlu diatur 
mengenai pembentukan, penggabungan dan penghapusan 
Kelurahan; 

b. bahwa pembentukan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan 
sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah;                                                        

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  Pembentukan   

Daerah-daerah  Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah 
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 ); 

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3893); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4548); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang  
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 4588, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4587); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang 
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, 
Keputusan Menteri Dalam Negeri, dan Instruksi Menteri Dalam 
Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1979 tentang Pemerintahan Desa ; 

8.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang  
Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Kelurahan; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN   JEMBRANA 
dan 

BUPATI JEMBRANA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, 
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN  KELURAHAN. 

    
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
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Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan : 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jembrana. 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana. 
3. Camat adalah Kepala Kecamatan  sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam 

wilayah kerja Kecamatan. 
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Lurah adalah Kepala Kelurahan. 
7. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan dengan batas-batas tertentu sebagai 

wilayah kerja pemerintah Kelurahan. 
 

BAB II 
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Kelurahan dibentuk di kawasan perkotaan dan atau di wilayah ibu kota Kabupaten/kota 

dan  Kecamatan.   

(2)  Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 
penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau 
pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih. 

 
Pasal 3 

 
(1) Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan  Kelurahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 harus memperhatikan persyaratan : 
a. jumlah penduduk; 
b. luas wilayah; 
c. bagian wilayah kerja Kelurahan;  
d. sarana dan prasarana pemerintahan; dan 
e. potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat; 

(2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihapus atau digabung setelah 
dimusyawarahkan dengan  masyarakat. 
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(3) Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 
(lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. 

 
BAB III 

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN 
 

Pasal 4 
 

Kelurahan dapat dibentuk apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai  berikut : 
a. jumlah penduduk minimal 4500 jiwa atau 900 Kepala Keluarga; 
b. luas wilayah minimal 3 Km²; 
c. terdapat sarana dan prasarana perekonomian dan atau perdagangan; 
d. tersedia sarana dan prasarana Pemerintahan; dan 
e. tercipta suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup umat 

beragama dan kerukunan hidup masyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat. 
 
 

BAB IV 
MEKANISME  PEMBENTUKAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Sesuai usul dan prakarsa Kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat 

pembentukan, penggabungan dan atau penghapusan Kelurahan disampaikan oleh Lurah 
kepada Camat berdasarkan hasil musyawarah/kesepakatan di Kelurahan. 

(2) Camat menyampaikan usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 
untuk dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) Usul Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan 
DPRD. 

(4) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan, 
penggabungan dan atau Penghapusan Kelurahan. 

 
 

BAB V 
BATAS  WILAYAH 

 
Pasal 6 

 
(1) Batas wilayah Kelurahan menggunakan batas alam dan atau batas buatan. 
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(2) Penetapan lokasi batas wilayah Kelurahan ditetapkan melalui musyawarah antara 
masing-masing Kelurahan dan atau Desa yang bersangkutan. 

(3) Penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan 
bersama Pemerintah Kelurahan atau Desa yang bersangkutan dan ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Tata Cara penetapan batas wilayah Kelurahan berpedoman pada peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

 
BAB VI 

KEDUDUKAN DAN TUGAS 
 

Pasal 7 
 

(1) Kelurahan  merupakan  perangkat  daerah  Kabupaten  yang berkedudukan di wilayah 
Kecamatan. 

(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. 

(3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari 
Pegawai Negeri Sipil. 

(4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : 
a. pangkat/golongan minimal Penata (III/c); 
b. masa kerja minimal 10 tahun; dan 
c. memiliki kemampuan teknis di bidang administrasi pemerintahan dan memahami 

situasi dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.  
  

Pasal  8 
 

(1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan 
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. 

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan 
kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas. 

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. 

(5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri. 

 


